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Financial technology ('Fintech ') shifts the paradigm of financial 
transactions and demands more rapid and adaptive change. Based on 
the results of BBVA's 2017 study, domestic business financing needs 
will be around IDR 1,600 trillion. In fact, only IDR 600 trillion can be 
disbursed annually through banks, capital markets and finance 
companies. Only 11 million of the 60 million SMEs can obtain loans 
from banks. Sixty percent of that number is based on the island of Java. 
Indonesia is expected to spend a small and medium business fund of 
US$ 54 billion by 2020, with more than 57 million micro-businesses 
proposed bankable 
The purpose of this study is to discuss taxation rules as a regulator 
function and budget function in the fintech  industry specifically the 
Peer to Peer loan business model (P2P lending ) as part of the fintech  
business model. Special licenses related to the transaction and 
taxation model are also needed to make it easier and can be arranged 
according to the tax compliance. 
The government as regulator must issue regulations regarding the 
development of the P2P lending  industry which includes aspects of 
taxation, namely subjects, objects, tax rates and collection 
mechanisms. Development of a special P2P lending  model need to be 
anticipated quickly because they have to income the state. 
ABSTRAK 
Teknologi keuangan ('Fintech ') menggeser paradigma transaksi 
keuangan dan menuntut perubahan regulasi yang lebih cepat dan 
adaptif. Didasarkan pada hasil penelitian BBVA tahun 2017, kebutuhan 
pembiayaan usaha di dalam negeri akan menjadi sekitar Rp1.600 triliun. 
Kenyataannya, hanya Rp600 triliun yang bisa dicairkan setiap tahun 
melalui perbankan, pasar modal, dan multifinance. Kesenjangan ini lebih 
lanjut ditunjukkan pada kenyataan bahwa hanya 11 juta dari 60 juta UKM 
dapat memperoleh pinjaman dari bank. Enam puluh persen dari angka 
itu berbasis di pulau Jawa. Indonesia diperkirakan akan mengalami 
kesenjangan pembiayaan usaha kecil dan menengah sebesar US$ 54 
miliar pada tahun 2020, dengan lebih dari 57 juta bisnis mikro yang 
berpotensi bankable. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aturan 
perpajakan sebagai fungsi regulator dan fungsi anggaran dalam industri 
fintech  khususnya bisnis model pinjaman Peer to Peer ( P2P lending )  
sebagai bagian dari bisnis model fintech . Diperlukan juga pengaturan 
khusus dalam ketentuan pajak yang terkait dengan model transaksi dan 
pengenaan pajak agar lebih sederhana dan dapat memastikan kepatuhan 
wajib pajak. 
Pemerintah sebagai regulator perlu mengatur secara khusus peraturan 
perpajakan sebagai dampak perkembangan industri P2P lending  yang 
mencakup aspek perpajakan yaitu subjek, objek, tarif pajak dan 
mekanisme pemungutan. Pengembangan fintech  khususnya bisnis 
model P2P lending  perlu diantisipasi dengan cepat karena 
mempengaruhi penerimaan negara
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1. PENDAHULUAN  
 

1.1.  Latar Belakang  
 

Krisis keuangan pada tahun 2008 telah mengarah 
pada pengembangan sistem keuangan yang lebih 
modern. Salah satu inisiatif adalah untuk mengadopsi 
teknologi informasi dan internet untuk meningkatkan 
layanan keuangan (Ng, et al, 2017). Teknologi informasi 
memainkan peran utama dalam transformasi 
perbankan. Saat ini, pasar keuangan sangat 
mempengaruhi bisnis perbankan. Salah satu contohnya 
adalah fintech , pemain baru yang ikut memasuki 
industri jasa keuangan dengan basis teknologinya 
(Arnoud W.A.Boot, 2017). Fintech  mempengaruhi 
lembaga keuangan, regulator, pelanggan, dan 
pedagang di berbagai industri. Teknologi digital ini 
mendorong munculnya sistem pembayaran non-
tradisional, pertukaran uang, peer-to-peer (P2P) dan 
peningkatan turbulensi di pasar mata uang (Carmen 
Leong, 2017).  

 Perkembangan teknologi keuangan (fintech) 
menunjukkan perkembangan pesat, karena inovasi 
dalam pelayanan keuangan yang memberikan 
kemudahan di antara para pelaku keuangan, terutama 
untuk pinjaman peer to peer. Sebagai contoh adalah 
pasar pinjaman peer-to-peer di China yang telah 
menjadi pasar pinjaman paling besar di dunia. 
Pertumbuhan pinjaman peer-to-peer online yang pesat 
di China didorong oleh adanya pasokan pendanaan  dari 
investor ritel. Selain itu, didorong pula oleh permintaan 
untuk akses keuangan dari individu dan dari pemilik 
usaha kecil dan mikro. Dengan menerapkan inovasi 
dalam keuangan alternatif, pinjaman antar rekan di 
China menciptakan saluran informasi kredit baru dan 
meningkatkan akses ke pembiayaan (Asosiasi Akuntan 
Bersertifikat Chartered, 2015). China Economic Journal 
2016 dalam artikel yang ditulis oleh Shen Yan, dan Yi 
Ping Hua menjelaskan tentang Internet Financial yang 
telah diterapkan di China selama lebih dari 10 tahun. 
Sejak Januari 2014, aktivitas Internet Finansial telah 
tumbuh sekitar 100 persen per tahun. Sebagai contoh, 
platform P2P telah meningkat secara signifikan. 

 Di Indonesia pengembangan fintech  didasarkan 
pada hasil penelitian BBVA "Fintech  di Emerging ASEAN 
Trends and Prospects in 2017" sebagai berikut: 

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) 
memperkirakan bahwa sebenarnya kebutuhan 
pembiayaan usaha di dalam negeri akan menjadi sekitar 
Rp1.600 triliun. Kenyataannya, hanya Rp600 triliun yang 
dapat dicairkan setiap tahun melalui perbankan, pasar 
modal, dan multifinance. 

Kesenjangan ini lebih lanjut ditunjukkan pada 
kenyataan bahwa hanya 11 juta dari 60 juta UKM dapat 
memperoleh pinjaman dari bank. Enam puluh persen 
dari angka tersebut berada di pulau Jawa. Indonesia 
diperkirakan akan mengalami kesenjangan pembiayaan 
usaha kecil dan menengah sebesar US$ 54 miliar pada 
tahun 2020, dengan lebih dari 57 juta bisnis mikro yang 
berpotensi bankable. Data yang sebagaimana terdapat 
pada tabel 1.1. menunjukkan perkembangan fintech  di 
Indonesia. 

 

Table 1.1 Model Fintech  di Indonesia tahun 2017 
 

No Model Fintech Jumlah 

1. Pinjaman US$29.4 juta 

2. Pembayaran US$23 juta 

3. Layanan Bisnis US$3.5 juta 

4. Mata Uang Digital US$50.000 

5. Investasi Tidak terungkap 

Sumber: Website Tech in Asia 
 
 Nizal (2017) dalam studinya tentang fintech  di 

Indonesia menjelaskan tentang konsep dasar, faktor 
pendorong inovasi, pengembangan fintech,  implikasi 
dan risiko yang dibawanya. Penulis menemukan bahwa 
perkembangan spektakuler terjadi pada tahun 2014-
2016, di mana jumlah perusahaan fintech  meningkat 
sebanyak 125 perusahaan, sehingga total menjadi 165 
perusahaan (meningkat sekitar 312,5%). Pada tahun 
2016, pembiayaan online memiliki pangsa pasar 
terbesar dari pinjaman bisnis peer-to-peer, pinjaman 
konsumen peer-to-peer, dan crowdfunding secara 
berurutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan 
bahwa dari banyak perusahaan fintech , terutama P2P 
lending   yang terdaftar dan berlisensi hingga 8 Juni 
2018, adalah sebanyak 63 perusahaan. Tabel 1.2. 
menunjukkan perkembangan pendanaan fintech  di 
Indonesia. 

 
Table 1.2 Perkembangan Pendanaan Fintech  

 di Indonesia 

Indikator Lender 
(orang) 

Q4/2016 Agustus 
2017 

% 

 Jawa 

 Luar Jawa 

10.502 
1.000 

39.706 
7.918 

278 
692 

Total  12.145 48.034 296 

Borrower 
(orang) 

   

 Jawa 

 Luar Jawa 

49.489 
1.275 

113.192 
6.145 

130 
382 

Total 50.863 120.174 136 

Akumulasi 
Pendanaan (Rp 
juta) 

   

 Jawa 228.965 1.203.175 426 

 Luar jawa 13.524 242.751 1695 

Total 242.489 1.446.466 497 

Sumber: OJK 
 
 Perubahan peraturan dan perkembangan 

teknologi setelah Krisis Keuangan Global 2008 
mengubah sifat pasar keuangan, layanan dan institusi. 
Pada titik fenomena ini terdapat teknologi pengaturan 
atau "RegTech" penggunaan teknologi, khususnya 
teknologi informasi, dalam konteks pemantauan 
regulasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengembangan 
RegTech mengarah pada perubahan paradigma yang 
membutuhkan rekonseptualisasi regulasi keuangan 
(Douglas W. Arner, dkk, 2017). 

Dengan berkembangnya fintech  di Indonesia 
muncullah Fintech  Indonesia Association (AFI) pada 
September 2015 yang menjadi pusat perhatian para 
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pengusaha, sebagaimana telah dilakukan pengaturan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam aturan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 77 / POJK.01 / 2016 Tentang 
Layanan Peminjaman Teknologi Informasi (POJK 
LPUMBTI).  Dengan tujuan menyediakan mitra bisnis 
yang dapat diandalkan dan andal untuk membangun 
ekosistem fintech  di Indonesia yang berasal dari 
perusahaan Indonesia dan untuk Indonesia sendiri, 
perusahaan telah mengumpulkan sekitar 30% dari 
semua pengguna fintech  di Indonesia.  

Perkembangan pengguna fintech  juga tumbuh, 
dari awalnya 7% pada 2006-2007 menjadi 78% pada 
tahun 2017. Jumlah pengguna terdaftar per 2017 
adalah 135-140 perusahaan. Deputi Gubernur Senior BI 
Mirza Adityaswara mengatakan berdasarkan data 
statistik, total nilai transaksi fintech  di Indonesia tahun 
lalu diperkirakan mencapai US $ 15,02 miliar (Rp202,77 
triliun). Angka itu tumbuh 24,6% dari tahun 
sebelumnya. Pada 2017, total nilai transaksi di pasar 
fintech  diproyeksikan mencapai US$ 18,65 miliar 
(Rp251,775 triliun). 

Perubahan teknologi dan inovasi keuangan yang 
telah dialami oleh perbankan komersial selama 25 
tahun terakhir menjelaskan peran sistem keuangan 
dalam ekonomi dan bagaimana perubahan dalam 
teknologi dan inovasi keuangan dapat meningkatkan 
kesejahteraan sosial (W. Scott Frame dan Lawrence J., 
2016 ) dan meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga 
ada potensi dalam hal penerimaan pajak, sebagaimana 
informasi dari data penerimaan pada sektor keuangan 
pada semester I tahun 2018 adalah sebesar Rp88,17 T. 
Potensi dari penerimaan tersebut memiliki kontribusi 
dalam meningkatkan perekonomian dari sektor 
penerimaan negara. 

 

2. LANDASAN TEORI 
 

Model bisnis fintech  adalah hasil inovasi pada 
layanan keuangan yang memiliki beberapa konsep 
terkait, seperti teori stakeholder, teori agensi, konsep 
manajemen publik baru, dan konsep tentang fintech  
dan perpajakan. Selain berdasarkan konsep-konsep 
maupun teori ilmiah dalam memahami karakteristik 
proses bisnis P2P lending , dan karena telah banyak 
dilakukan penelitian tentang    praktik-praktik    fintech        
dan   khususnya   P2P lending,    maka hasil penelitian 
tersebut dapat untuk mengidentifikasi aspek 
perpajakannya.  

 
2.1. Teori Umum 

 Dalam aktivitas bisnis, entitas perusahaan 
memiliki hubungan dengan pihak internal dan 
eksternal, yang memiliki kepentingan dalam 
perusahaan. Beberapa penelitian menggambarkan 
kegiatan ini sebagai pemangku kepentingan di mana 
perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan 
operasional tetapi juga mengakomodasi kepentingan 
banyak pihak, seperti pemegang saham, kreditur, 
konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis 
dan lain-lain. Menurut Deegan (2004) teori 
stakeholder menyatakan bahwa semua pemangku 
kepentingan memiliki hak untuk memperoleh 

informasi tentang kegiatan perusahaan yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. 

 Dalam sistem ekonomi yang melibatkan suatu 
entitas di mana ada hubungan pengaruh timbal balik 
dan saling menghakimi menimbulkan otoritas dalam 
mencapai tujuan. Ini dapat ditunjukkan dalam teori 
agensi, di mana teori ini menjelaskan hubungan antara 
pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen 
sebagai agen. Manajemen bertanggung jawab kepada 
pemegang saham karena mereka dikontrak untuk 
kepentingan pemegang saham. Jensen dan Meckling 
(1976) mendeskripsikan hubungan agensi sebagai 
hubungan agensi sebagai ”kontrak" yang mana 
seorang atau lebih (para pelaku) melibatkan orang lain 
(agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama 
mereka yang melibatkan mendelegasikan beberapa 
otoritas pengambilan keputusan kepada agen 
tersebut. Definisi lainnya adalah bahwa teori ini 
menjelaskan hubungan keagenan di mana kontrak 
dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk 
memesan orang lain (agen) untuk melakukan 
pekerjaan atas nama kepala, selain itu juga dapat 
membuat keputusan mewakili prinsipal sehingga jika 
kedua belah pihak sudah memiliki kesepakatan yang 
sama dalam pencapaian tujuan, sehingga agen akan 
bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

 Pengaturan keuangan dan ekonomi tidak dapat 
dipisahkan dari peran pemerintah untuk membuat 
peraturan, sehubungan dengan peran pemerintah 
untuk melakukan pelayanan sektor publik. Hal ini 
sejalan dengan pengembangan manajemen oleh 
pemerintah dengan manajemen publik baru (New 
Publik Management/NPM), yang mana peran 
pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dalam 
rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja 
pelayanan publik dalam birokrasi moderen. NPM ini 
telah mengalami berbagai perubahan orientasi 
menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew 
di Keban (2004: 25), yaitu: orientasi layanan publik 
menekankan kualitas, misi, dan nilai-nilai yang ingin 
dicapai oleh organisasi publik, memberikan perhatian 
lebih besar pada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi 
dari pengguna dan warga negara. Dalam hal ini, 
termasuk pula pembelajaran sosial dalam pemberian 
layanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja 
berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan 
akuntabilitas. Perkembangan fintech  sangat 
dipengaruhi oleh pemangku kepentingan dan 
beberapa elemen yang lebih dikenal sebagai 
ekosistem, sebagaimana terlihat dalam gambar 2.1.: 
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Gambar 2.1 Ekosistem pada fintech 
 

 
 

Source: Ernst & Young, 2016. 
 
Empat atribut inti dari ekosistem fintech yang 

berfungsi dengan baik: 1) Talent: ketersediaan 
layanan teknis, keuangan, dan kewirausahaan; 2) 
Modal: ketersediaan sumber daya keuangan untuk 
start-up; 3) Kebijakan: kebijakan pemerintah terhadap 
regulasi, pajak, dan pertumbuhan sektor; 4) 
Permintaan: permintaan klien akhir di seluruh 
konsumen, perusahaan dan lembaga keuangan. 

 
2.2. Regulasi Pemerintah 

Terkait dengan regulator dalam proses bisnis 
fintech lembaga pemerintah di Indonesia yang 
mendapat mandat sebagai lembaga regulator yang 
berperan adalah lembaga keuangan (Bank Sentral dan 
Otoritas Jasa Keuangan), komunikasi dan lembaga 
telekomunikasi, Peraturan Fintech di Indonesia 
diterbitkan sebagai berikut: 
1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12 / PBI / 2017 

tentang Penerapan Teknologi Keuangan 
2)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ 

POJK.01/2016 Tentang Layanan Peminjaman 
Teknologi Informasi (POJK LPUMBTI) 

3) Peraturan Kominfo dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 

Berikut ini adalah peraturan yang telah dibuat 
oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan 
Kementerian Komunikasi dan informasi. Hingga saat 
ini ada 3 (tiga) regulasi yang terkait dengan industri 
fintech, yaitu: 
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 

tentang Penerapan Teknologi Keuangan. 
Peraturan Bank Indonesia  tersebut diterbitkan 
dengan latar belakang: 
a. pengembangan teknologi dan sistem informasi 

terus menghasilkan inovasi, terutama yang 
terkait dengan teknologi keuangan untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat 
termasuk akses ke layanan keuangan dan 
pemrosesan transaksi; 

b. perkembangan teknologi keuangan di satu sisi 
terbukti membawa manfaat bagi konsumen, 
pelaku bisnis dan ekonomi nasional, tetapi di 

sisi lain memiliki potensi risiko yang jika tidak 
dimitigasi dengan baik dapat mengganggu 
sistem keuangan; 

c. ekosistem teknologi keuangan perlu terus 
dipantau dan dikembangkan untuk mendukung 
terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem 
keuangan, dan sistem pembayaran yang 
efisien, lancar, aman dan andal untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 
yang berkelanjutan dan inklusif; 

d. penerapan teknologi keuangan harus 
menerapkan prinsip-prinsip perlindungan 
konsumen serta manajemen risiko dan kehati-
hatian dengan memperhatikan perluasan 
akses, kepentingan nasional, serta standar dan 
praktik internasional yang berlaku; 

e. tanggapan kebijakan Bank Indonesia terhadap 
pengembangan teknologi keuangan harus 
tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi 
dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya 
seperti pemrosesan transaksi pembayaran dan 
gateway pembayaran nasional dan perlu 
dikoordinasikan dengan otoritas yang relevan. 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Peminjaman 
Teknologi Informasi (POJK LPUMBTI). Berdasarkan 
peraturan tersebut, ada tiga pihak yang terikat 
langsung atau tidak langsung, yaitu Pemberi 
Pinjaman, Debitur/borrower, dan Penyedia 
Layanan Peminjaman Teknologi informasi. Secara 
rinci, definisi para pihak adalah sebagai berikut: 
a. Penyedia Layanan Peminjaman Teknologi 

Informasi, yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara, adalah badan hukum Indonesia 
yang menyediakan, mengelola, dan 
mengoperasikan layanan peminjaman dan 
teknologi Informasi. 

b. Debitur/borrower adalah orang dan/atau 
badan hukum yang memiliki hutang karena 
perjanjian layanan pinjaman  

c. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, 
dan/atau badan usaha yang memiliki piutang 
karena perjanjian Layanan Berdasarkan 
ketentuan POJK dapat disimpulkan bahwa P2P 
Lending adalah layanan yang disediakan oleh 
perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan 
meminjam uang secara online melalui situs 
web atau aplikasi yang dikelola oleh 
perusahaan. 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 
tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem 
Elektronik (PM) 20/2016) mencantumkan sanksi 
bagi mereka yang melanggar. 

 
2.3. Konsep, teori dan regulasi tentang perpajakan 

Terkait dengan peraturan pajak perlu dipahami 
beberapa hal terkait konsep, teori dan regulasi 
perpajakan. Pertama, harus dipahami tentang fungsi 
perpajakan pada ekonomi, bahwa perpajakan 
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memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, yaitu  
fungsi pertama adalah fungsi anggaran (budgeter) 
karena pajak adalah sumber pendapatan keuangan 
negara melalui pengumpulan dana atau uang dari 
pembayar pajak ke kas negara untuk membiayai 
pembangunan nasional atau pengeluaran negara 
lainnya. Fungsi pajak ini bertujuan untuk 
menyeimbangkan belanja negara dengan penerimaan 
negara. Fungsi pajak kedua adalah mengatur 
(regulasi). Pajak merupakan alat untuk menerapkan 
atau mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan 
ekonomi, seperti digunakan untuk menghambat 
inflasi; digunakan juga untuk mendorong kegiatan 
ekspor. Pajak dapat memberikan perlindungan atau 
perlindungan untuk barang yang diproduksi di dalam 
negeri, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 
Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal 
yang membantu ekonomi menjadi lebih produktif. 
Fungsi ketiga adalah fungsi distribusi yaitu pajak dapat 
digunakan untuk menyesuaikan dan 
menyeimbangkan distribusi pendapatan dengan 
kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
fungsi ini, diharapkan pajak akan dapat digunakan 
untuk hal-hal yang mampu menyeimbangkan 
kesejahteraan masyarakat seperti bantuan 
operasional sekolah, bantuan tunai langsung, bantuan 
beras untuk orang miskin, dan sebagainya.  Fungsi 
pajak keempat adalah fungsi stabilisasi. Dalam fungsi 
ini, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi 
ekonomi, misalnya untuk mengatasi inflasi. 
Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga 
jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sementara 
itu, untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, 
pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang 
yang beredar dapat ditingkatkan dan deflasi dapat 
diatasi.  

Dalam peraturan perpajakan diatur pula 
mengenai subjek, objek, dan tarif pajak. Subjek adalah 
adalah orang, entitas, atau entitas lain yang telah 
memenuhi kondisi subyektif, yaitu berdomisili atau 
berdomisili di Indonesia. Subjek pajak akan menjadi 
wajib pajak jika memenuhi persyaratan obyektif, 
sedangkan dalam peraturan perpajakan, objek pajak 
adalah sesuatu yang dapat dikenakan pajak. Objek 
pajak penghasilan adalah penghasilan. Pengertian 
penghasilan menurut undang-undang pajak 
penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 
ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh pembayar 
pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk 
meningkatkan kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 
apapun. Tarif pajak adalah jumlah dari nilai hutang 
yang harus dibayarkan pembayar pajak kepada 
pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 Dalam menyusun suatu kebijakan perpajakan 
harus mempertimbangkan 4 variabel, yaitu: 1) Jenis 
pajak yang dipungut, 2) Subjek yang dikenakan pajak, 
3) Objek pajak yang akan dipungut, dan 4) Sistem atau 
prosedur pemungutan pajak,  

Sistem pemungutan atau prosedur pajak, 
yakni: 
a. Self Assessment System 

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment: 
1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan 

oleh wajib pajak itu sendiri. 
2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan 

kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, 
membayar, hingga melaporkan pajak. 

3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat 
ketetapan pajak, kecuali  jika wajib pajak telat 
lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat 
pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan 
namun tidak dibayarkan. 

b. Official Assessment System 
Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment: 
1) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas 

pajak. 
2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan 

pajak mereka. 
3) Pajak terutang ada setelah petugas pajak 

menghitung pajak yang terutang dan 
menerbitkan surat ketetapan pajak. 

4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam 
menentukan besarnya pajak yang wajib 
dibayarkan. 

c. Withholding System 
  Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang 

bukan wajib pajak dan bukan juga aparat 
pajak/fiskus.  

 
2.4.  Konsep Perpajakan Fintech dari OECD 

Pengaturan perpajakan di Indonesia tidaklah 
terlepas dari berbagai pengaruh dari pengaturan yang 
telah disepakati pada beberapa perjanjian antar negara 
seperti OECD. Praktik tentang aturan Fintech pada OECD 
telah mengatur sebagaimana berikut dan permasalahan 
dalam Ekonomi Digital, namun secara garis besar isu 
tersebut dibagi menjadi dua bagian utama yaitu direct 
tax (Pajak Penghasilan) dan indirect tax (Pajak 
Pertambahan Nilai). Isu tersebut antara lain mengenai 
adanya upaya perusahaan multinasional untuk memiliki 
kehadiran digital (digital presence) yang signifikan 
dalam perekonomian suatu negara tanpa harus 
dikenakan pajak,.  Skema Base Erosion and Profit 
Shifting  yang dilakukan oleh perusahaan multinasional 
saat ini dalam konteks direct taxation (Pajak 
Penghasilan) menurut OECD BEPS Action 1 terdiri dari 
empat elemen, yaitu: 
a. Meminimalisasi pajak di negara pasar dengan 

menghindari taxable presence. Dalam hal ini 
dilakukan baik dengan menggeser gross profit 
(profit shifting) atau mengurangi laba bersih 
dengan memaksimalkan pengurangan laba pada 
tingkat pemberi penghasilan. 

b. Pengenaan withholding tax yang rendah atau tidak 
sama sekali di negara sumber. 

c. Pengenaan pajak yang rendah atau tidak sama 
sekali pada tingkat penerima penghasilan melalui 
klaim pada pendapatan non-rutin substansial yang 
seringkali dibentuk melalui skema intra grup. 

d. Tidak adanya pemajakan kini (current taxation) 
dari keuntungan perusahaan atas tarif pajak yang 
rendah di tingkat ultimate parent company. 
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3.    METODE PENELITIAN  
 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  
Metode ini dipilih karena penulis membutuhkan 
pemahaman yang lengkap dan rinci tentang masalah 
yang diteliti. Penulis menggunakan metode deskriptif 
dan kualitatif dari analisis induktif. 

 
3.1. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dokumen dan narasumber. Dokumen yang 
digunakan dalam studi literatur dari buku, artikel, 
jurnal, focus group discussion dan peraturan. 
1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Mengumpulkan dan Meneliti.  

Penelitian perpustakaan dilakukan dengan 
mengumpulkan, membaca, memahami berbagai 
literatur, buku, artikel, dan laporan yang berkaitan 
dengan topik penelitian. 

b. Wawancara Penelitian lapangan dilakukan dengan 
mengumpulkan data langsung ke sumber data 
untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 
objek penelitian melalui wawancara mendalam (in-
depth interview). Peneliti melakukan wawancara 
kualitatif dengan mengajukan pertanyaan terbuka 
yang memungkinkan untuk mode percakapan. 
Melalui mekanisme ini diharapkan dapat 
menciptakan hubungan antara peneliti dan 
informan. Selain itu, penelitian juga dilakukan 
dengan mengajukan pertanyaan terstruktur dan 
semi-terstruktur lisan dan tulisan, yang dilakukan 
melalui tatap muka langsung atau dengan media 
komunikasi lainnya untuk dijawab oleh narasumber. 

 
2. Metode Analisis Data 

Dalam suatu penelitian,  informasi berupa data 
baik dari literatur maupun dari sumber-sumber di 
lapangan penting sebagai bahan analisis penggambaran 
latar belakang fenomena, penggambaran masalah, 
perumusan masalah, serta rekomendasi dari hasil 
analisis. Berikut ini adalah gambaran mengenai 
bagaimana proses penelitian dan proses analisis data, 
sebagai berikut:  
a. Mengumpulkan informasi-informasi dari   

narasumber sebagai pelaku P2P lending, otoritas 
kebijakan (BI, OJK, Perpajakan), praktisi bidang IT, 
untuk mengetahui perkembangan terkini P2P 
lending, baik dari perkembangan bisnis serta 
pengaturannya; 

b. Setelah didapat informasi-informasi serta data-data 
terkini disusunlah karakteristik proses bisnis pada 
P2P lending, menghubungkan dengan aspek-aspek 
perpajakan kapan timbul kewajiban perpajakan 
serta dirumuskan pokok-pokok yang menjadi 
masukan bagi penyusunan aturan perpajakan yang 
khusus pada P2P lending. 

 
 
 

 

4.    HASIL PENELITIAN  
 

a. Mekanisme Proses Bisnis P2P Lending dan aspek-
aspek   perpajakan pada P2P lending meliputi 
subyek, obyek, tarif dan prosedur pemungutan serta 
jenis-jenis pajak. 

b. P2P Lending telah muncul sebagai model bisnis yang 
kredibel, dengan berbagai aliran pendapatan tanpa 
menanggung risiko pinjaman, menggunakan 
platform teknologi online sementara investor 
mendapatkan keuntungan dari pengembalian yang 
lebih tinggi dan diversifikasi asset. Debitur/borrower 
memperoleh manfaat dari akses yang mudah, 
tingkat yang lebih rendah dan proses lebih cepat. 

c. Dalam proses bisnis  P2P lending terdapat tiga 
komponen yang berperan, yaitu: 
1. Platform P2P lending sebagai perantara yang 

menyatukan pemberi pinjaman dan 
debitur/borrower, memverifikasi kredibilitas 
debitur/borrower, membantu dalam 
pengumpulan kredit, dan pada fungsi ini 
platform P2P lending menghasilkan 
pendapatan yang berasal dari biaya 
administrasi yang dibebankan kepada 
debitur/borrower dan biaya penagihan yang 
dibebankan kepada pemberi pinjaman. 

2. Pemberi pinjaman adalah orang atau badan 
usaha yang memiliki dana untuk disalurkan 
bekerjasama dengan platform P2P lending, 
berdasarkan verifikasi kredibilitas 
debitur/borrower oleh platform P2P lending, 
pemberi pinjaman menyalurkan dana 
langsung kepada debitur/borrower, pada dana 
yang dipinjamkan kepada debitur/borrower, 
pemberi pinjaman mendapatkan penghasilan 
dalam bentuk bunga pinjaman dan denda 
keterlambatan pembayaran pinjaman. 

3. Debitur/borrower adalah orang atau badan 
usaha yang memanfaatkan dana pinjaman dari 
pemberi pinjaman atas rekomendasi dari 
platform P2P lending, untuk penggunaan dana 
ini debitur/borrower dikenakan biaya dalam 
bentuk biaya administrasi pada awal pinjaman, 
bunga pinjaman pengguna, biaya 
keterlambatan pembayaran pinjaman, dan 
biaya penagihan untuk kegagalan pembayaran 
kembali pinjaman. 

d. Platform P2P lending sebagai pengatur 
kegiatan untuk menentukan hal-hal teknis 
dalam kegiatan peminjaman dalam ekosistem 
fintech. Hal ini sejalan dengan teori 
stakeholder yang menyatakan bahwa semua 
pemangku kepentingan memiliki hak untuk 
memperoleh informasi tentang kegiatan 
perusahaan yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan mereka dan juga 
sejalan dengan teori agensi yang menyatakan 
hubungan antara pemegang saham sebagai 
prinsipal dan manajemen sebagai agen.  
Manajemen bertanggung jawab kepada 
pemegang saham karena mereka dikontrak 
untuk kepentingan pemegang saham. 
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e. Dalam mengatur fintech terutama P2P lending 
adalah dengan membuat aturan berdasarkan 
kebutuhan akan keamanan dan kontinuitas 
yang dapat dipertanggungjawabkan oleh 
semua pihak dan dapat mengakomodasi serta 
memprediksi perkembangan dinamis fintech 
dan P2P Lending. 

Secara umum  yang dapat menjadi 
potensi pajak dari para pelaku lender, 
borrower, dan platform sebagai subyek pajak 
dan mekanisme yang dapat menjadi obyek 
pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Para pelaku lender, borrower, dan platform 

sebagai subyek pajak dapat dikenakan 
kewajiban perpajakan berupa pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai, 
maupun bea meterai. 

2. Mekanisme terjadinya transaksi akan 
menimbulkan penghasilan yang dapat 
dikenakan kewajiban perpajakan berupa 
pajak penghasilan. 

3. Sebagaimana layanan perbankan 
konvensional maka prosedur pemungutan 
perpajakan yang dapat dikenakan terhadap 
transaksi tersebut adalah pajak 
penghasilan dan pajak pertambahan nilai. 

 
Selanjutnya dapat dirangkum dan dijelaskan 

dalam tabel terkait variabel kebijakan perpajakan 
meliputi jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, dan 
prosedur pemungutan pajak dengan tahapan transaksi 
dalam P2P Lending sebagaimana tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1. Transaksi Dalam P2P Landing

 
Sumber: Penulis 
 
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa 

saat ini tidak ada aturan pajak yang secara khusus 
mengatur P2P Lending, tetapi ada beberapa aturan 
mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan 
nilai yang dapat diterapkan dalam transaksi P2P 
Lending. Masih ada aturan pajak lain yang terkait 

dengan P2P Lending, tetapi tidak ada dampak yang 
signifikan terhadap perlakuan peraturan pajak sebagai 
regulator atau penganggaran. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 

a. Teknologi keuangan ('FinTech') menggeser 
paradigma transaksi keuangan dan menuntut 
perubahan regulasi yang lebih cepat dan 
adaptif. 

b. Pertumbuhan dan besarnya pola transaksi 
keuangan P2P lending berdampak pada 
penerimaan pajak, komposisi sektor 
perpajakan, dan pertumbuhan sektor pajak.  
Pemerintah   sebagai    regulator   perlu    
mengatur   regulasi   khusus   perpajakan    
yang meliputi aspek perpajakan yaitu subjek, 
objek, tarif pajak, mekanisme pemungutan 
serta aspek-aspek   lain    yang   merupakan   
karakteristik binis P2P lending. 

c. Belum ada pengaturan perpajakan yang 
khusus mengatur mengenai industri P2P 
lending yang mencakup subjek, objek, tarif 
pajak, dan mekanisme pemungutan. 

d. Platform memiliki data yang lengkap 
mengenai transaksi peminjaman antara 
borrower dan lender namun belum 
dioptimalkan oleh regulator perpajakan 

 
5.2. Rekomendasi 

a. Diperlukan pengaturan khusus dalam 
ketentuan pajak yang terkait dengan model 
transaksi dan pengenaan pajak agar lebih 
sederhana dan memastikan kepatuhan wajib 
pajak, meliputi: 
i. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan 

tentang pemungut pajak penghasilan pasal 
23 atas bunga yang diterima oleh lender. 

ii. Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak tentang tata cara pemungutan dan 
pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas 
bunga yang diterima oleh lender. 

iii. Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak tentang tata cara   pemungutan dan   
pelaporan   pajak pertambahan nilai atas 
jasa penagihan oleh platform. 

iv. Penyempurnaan Undang-Undang tentang 
Bea Meterai guna mengakomodir 
dokumen elektronik sebagai dokumen 
yang diperlakukan sebagai subjek Bea 
Meterai. 

c. Otoritas institusi seperti Otoritas Jasa 
Keuangan Indonesia (OJK) memiliki data yang 
lengkap berupa laporan dari Platform 
mengenai transaksi peminjaman antara 
borrower dan lender tetapi belum 
dioptimalkan oleh regulator perpajakan. 
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